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Abstract

This study compares the period of financial support for former wives of Civil
Servants (PNS) according to Indonesian law with the Shafi'i Mazhab figh. The
research methodology employed is a literature teview, involving the analysis of
theories obtained from beoks, journals, laws, and @ther relevant sources. The
research subject is the financial support period for former wives of PNS. The
findings indicate that according to the Shafi'i Mazhab, the obligation of financial
supportt for a formet wife who can be reconciled (raji') extends until the end of
her waiting period-(iddah), while for those who cannot be ‘feconciled (bain), the
obligation of finaficial support only applies if the former wife is pregnant and
ends after the child'is born. However, in Indonesia, there are specific regulations
for PNS. Government Regulation No. 10 of 1983 requires permission for divorce
for PNS, who must also provide a portion of their salary for the livelthood of
their former wife and children. This right ends if the former wife remarries.
Violations of these regtlations can, result in disciplinary sanctions for a PNS.
Therefore, although the Shafi'i Mazhab providesiguidance on the period of
financial support, in the context. of Indonesia, government regulations also
influence the determination of financial obligations for former wives of PNS.

Keywords : period of financial support; former wives of PN; Shafi'i Mazhab

Abstrak

Penelitian ini membandingkan masa nafkah mantan istri Pegawai Negeri Sipil
(PNS) menurut hukum Indonesia dengan fikih Mazhab Syafi'i. Metode penelitian
yang digunakan adalah studi pustaka, yang melibatkan analisis teori-teori yang
diperoleh dari buku, jurnal, undang-undang, dan sumber-sumber lain yang
relevan dengan topik penelitian. Subjek penelitian ini adalah masa nafkah mantan
istri PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Syafi'i,
kewajiban nafkah bagi mantan istri yang dapat dirujuk kembali (raji') berlaku
hingga berakhirnya masa iddahnya, sedangkan bagi yang tidak dapat dirujuk
kembali (bain), kewajiban nafkah hanya berlaku jika mantan istri tersebut dalam
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Pendahuluan

Allah Subhanahu wata’ala’ ‘telah menjadikan manusia saling memiliki
kecenderungan antara lakiclaki dan perempuan. Allah/berfirman dalam Al-Qur'an
Al-Karim: {455 ?’5-‘533;)' yang artinya : “Dan Kamijadikan kamu berpasang-
pasangan”(Q.S An-Naba: 8). Ibnu Katsir rahimahulladh mengatakan dalam
tafsirnya laki-laki dan perempuan saling merasakan kenikrmatan satu sama lain,
dan dari situ terjadi reproduksi’. Hubungan itu hanya bisa terbentuk melalui
pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah perjanjian yang menjamin
kesejahteraan dankebahagiaan bagi pasangan secara sah. Sehingga pernikahan
mampu membawa ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Pernikahan juga
memberikan hak dan kewajiban kepada ‘setiap pasangan, termasuk kewajiban
suami memberikan nafkah kepada istri.

Namun, harapan jtu tidak selalu terwujud bagi pasangan, terkadang konflik
yang terjadi diantara metéka bisa berujung padayperpisahan atau perceraian.
Dalam Islam, ada aturan tefitang percerajaf,'dan pemerintah Indonesia juga
memiliki undang-undang yang mengatut perkawinan dan perceraian salah satunya
bagi pegawai negeri. Pasal 86 UU No 5 Tahun 2014 menetapkan kewajiban bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mematuhi disiplin PNS guna menjaga tata
tertib dalam tugasnya * . Instansi pemerintah bertanggung jawab dalam
menegakkan disiplin terhadap PNS dan meningkatkan kedisiplinan mereka.
Pelanggaran disiplin oleh PNS dapat berakibat pada hukuman disiplin. Rincian
mengenai disiplin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983
menetapkan bahwa jika seorang PNS menginginkan perceraian, dia harus

Ylbn Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al-’Adzim, Tafsir Ibn Katsir (Beirut: Dar Al-Kotob Al-
limiyah, 1998). Juz 8: him. 307.

2 pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 20
Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara” (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia, 2023).
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memberikan sebagian dari gajinya untuk biaya hidup mantan istri dan anak-
anaknya®. Namun, jika mantan istri tersebut menikah lagi, haknya atas bagian gaji
dari mantan suaminya akan berhenti sejak dia menikah kembali. Pasal 86 ayat (4)
UU tersebut menyatakan bahwa peraturan untuk pegawai pemerintah (PNS)
diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, dijelaskan bahwa nafkah untuk
mantan istri pegawai pemerintah (PNS) akan berhenti jika mantan istri tersebut
menikah lagi.

Sedangkan menurut Mazhab Syafii dalam fiqih, masa pemberian nafkah
bagi istri yang dicerai adalah selama iddah atau masa tunggu. Selama masa iddah
ini, suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang telah
diceraikan. Setelah masa iddah selesai, maka kewajiban memberi nafkah kepada
mantan istri berakhir®.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti seperti Mariani
(2012) tentang keputusan pembagian gaji setelah perceraian antara Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan istrinya’sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 yang
telah diubah oleh PP Namor 45 tahun 1990, serta penerapannya dalam kasus
khuluk. Hasilnya menunjukkan bahwa istri yang ‘miengajukan khuluk tidak
mendapatkan pembagian gaji dari suaminya yang merupakan seorang pegawai
negeri®>. Kemudian pénelitian yang dilakukan oleh Shaker’(2017) tentang makna
pernikahan dalam semua agama yang ada di Indonesia, kemudian berdasarkan PP
Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah oleh PP Nomor“45 tahun 1990, jika
seorang pegawal fiegeri ingin menceraikan istrinya, ia harus memperoleh izin
tertulis dari presiden di tempat kerjanya, lalu ia harus membagi gajinya untuk
mantan istrinya dan anak-anaknya; “‘dengan hukuman jika ia tidak
memberitahukan perceraian dengan istrinya®.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan kedua penelitian diatas adalah
fokus penelitiannya. Pefielitian pertama membahds pembagian gaji pada
perceraian PNS, penelitian kedua membahas akibat hukum perceraian bagi PNS.
Sedangkan penelitian yang dilakukan tentang perbandingan masa nafkah bekas
istri pegawai pemerintah (PNS) menurut sistem hukum Indonesia dengan fikih
mazhab Syafi’i.

Oleh karena itu, peneliti akan merincikan secara ilmiah bagaimana
perbandingan masa nafkah mantan istri pegawai pemerintah (PNS) antara sistem

3 pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10
Tahun 1983 Tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil” (Jakarta:
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1983).

4 Abdul Karim Ar-Rafi’i, Al-Azeez Sharh al-Wajeez al-Ma’roof bi al-Sharh al-Kabir
(Beirut: Dar Al-Kotob Al-limiyah, 1997). Juz 10: him. 38.

5 Mariani, “Pembagian Gaji Pada Perceraian Pegawai Negeri Sipil” (Skripsi, Makasar:
Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012).

6 Sakir, “Akibat Hukum Perceraian Bagi PNS Berdasarkan PP No 10 tahun 1983 jo
PP no 45 tahun 1990” 5, No. 5 (Juli 2017).
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pemerintahaﬁeﬁip ndonesia azﬁfﬁwg%or 10 Tahun 1983 dengan perubahan PP
Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai
pemerintah) dengan fikih mazhab Syafi'i. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui masa nafkah mantan istri pegawai pemerintah (PNS) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengalami perubahan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan
perceraian bagi pegawai pemerintah, mengetahui masa nafkah mantan istri
menurut pandangan fikih mazhab Syafi'i.

Sehingga diharapkan pembaca terkhusus pegawai pemerintah (PNS) dapat
mengetahui perbandingan masa nafkah mantan istri pegawai pemerintah (PNS)
menurut sistem pemerintahan di Indonesia (PP Nomor 10 Tahun 1983 dengan
perubahan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian
bagi pegawai pemerintah) dengan fikih mazhab Syafi'i Penulis berharap
penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan menjadi
masukan dalam menangani masalah-masalah yang terkait dengan masa nafkah
mantan istri pegawai pemefintah (PNS) baik kepada masyarakat pada umumnya
atau pada semua pihak yang berkepentingan pada“khususnya. Penelitian ini
menggunakan metode studi pustaka.

Metodologi

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah studi *pustaka (penelitian
kualitatif), yaitu membandingkan dan mengevaluasi teori‘teori yang diperoleh
dari buku, jurnal, Undang-Undang dan lain+lain yang relevan dengan topik yang
diajukan. Subjek peneclitian ini adalah masa nafkah mantan istri pegawai
pemerintah (PNS).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu
mengumpulkan data dari buku;jurnal; undang-undang, keterangan, atau publikasi
lainnya. Beberapa langkah dalam menganalisis data adalah membaca dengan kritis
literatur yang berhubungan dengan masa nafkah mantan istri pegawai pemerintah
(PNS) menurut sistem pemerintahan Indonesia dan pandangan figih mazhab
syafi’i; mencermati informasi tentang masa nafkah mantan istri pegawai
pemerintah (PNS) menurut sistem pemerintahan Indonesia dan pandangan figih
mazhab syafi’i yang dikumpulkan dari buku, jurnal, undang-undang, keterangan,
atau publikasi lainnya; dan membandingkan teori yang ada dengan beberapa
permasalahan yang berhubungan dengan masa nafkah mantan istri pegawai
pemerintah (PNS) menurut sistem pemerintahan Indonesia dan pandangan figih
mazhab syafi’i dari buku, jurnal, undang-undang, keterangan, dan publikasi
lainnya.
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Hasil dan Pembahasan

A. TFigih Mazhab Syafi’i

1.

Definisi Mazhab Syaft’i
a. Pengertian Mazhab

Mazhab secara bahasa adalah "pergi" dalam segala arah dan
keadaan, dan mazhab merupakan bentuk isim (kata benda) dari kata
"pergi"’. Sedangkan, mazhab secara istilah adalah "sekelompok pendapat
dan teori ilmiah dan filsafat yang terkait satu sama lain dengan
keterkaitan yang membuatnya menjadi kesatuan terpadu yang
terkoordinasi."®

b. Imam Syafr’i

Imam Syafi'i adalah salah satu dari efapat imam dan dia adalah
imam yang- dikenal sebagai pembaharu agama, pembela hadis,
cendekiawan' zamannya, dan ahli fikih umat, yang terkenal di kalangan
masyarakat.

Imam Syafi'i adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris
bin Abbas;bin Utsman bin Syafi bin Saib bin Ubaidillah bin Abd Yazid
bin Hasyim.bin Muthalib bin: Abdul Manaf bin Qushayy, al-Quraisy al-
Muthlaibi al-Syafi'i al-Makki. Beliau lahir pada tahun 150 H di Gaza dan
meninggal dufiia di Mesir pada tahun 204 H°.

c. Mazhab Syaffi

Mazhab Syafi'i adadah usaha'itmiah dalam bidang figih, usul, dan
qawaid yang disampaikan oleh siapa pun yang terafiliasi dengan mazhab
Syafi'i dan mengikuti metodologi, prinsip-prinsip, dan aturan-aturan
Syafi'i, tanpa keluar dari kerangka tersebut?.

71bn Manzhur, Lisan al-Arab (Beirut: Dar Sader, 1994). Juz 1: him. 393.
8 lbrahim Musthafa, dkk, Al-Mukjam Al-Wasiid (Kairo: Majma’ al-Lughah al-

’Arabiyah, 2004). Juz 1: him. 317.

® Muhammad Ibn Ahmad Al-Hambali, Managib al-A’immat al-Arba’ah Radiyallahu

‘anhum (Kairo: Dar al-Mu’ayyad, 1996). him.101

10 Akram Yusuf Al-Qawasmi, Al-Madkhal ila Mazhab al-lmam al-Shafi’i (Yordania:

Dar al-Nafa’is, 2003). him. 302
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2. Sejarah Mazhab Syafi’i
a.  Munculnya Mazhab LLama Imam Asy-Syafi'i [195 H - 199 H]

Mazhab Imam Asy-Syafii dimulai ketika beliau meninggalkan
Mekah pada kunjungan pertamanya ke Baghdad, kemudian kembali ke
kampung halamannya di Mekah pada tahun 189 H. Setelah itu, Imam
Asy-Syafi'i memaparkan mazhabnya kepada umat Islam di ibu kota
mereka, Baghdad, saat kunjungan keduanya pada tahun 195 H. Beliau
menulis dua buku, yaitu "Al-Hujjah fi al-Figh" dan "Ar-Risalah al-
Qadimah fi Usul al-Figh", dan bertemu dengan murid-muridnya yang
menjadi tokoh utama dalam mazhab ini dan menyebarkan karya-
karyanya'.

Al-Hafizh AlsBaihaqi meriwayatkan'®, dengan sanadnya kepada
Al-Hasan Az-Zafarani®®, mengatakan: "Imaiy Asy-Syafi'i datang kepada
kami (maksudnya Baghdad) pada tahun 195 H, 1alu tinggal bersama kami
selama dua’tahun kemudian pergi ke Mekah, kemudian datang kembali
kepada kami pada tahun 198 H dan tinggal selama beberapa bulan
sebelum ‘pergi”** Dan fase ini betlanjut di maffa Imam Asy-Syafi'i
menyajikan fikih dan usulnya dalam apa yang disebut dengan mazhab
lama hingga akhir tahun 199 H",

b. Munculnya Mazhab Baru Imam Asy-Syafi'i [199 H - 204 H]

Imami Asy-Syafi'i melakukan petjalanan ke Mesir pada akhir
tahun 199 H dar’tinggal di sana hingga wafatnya pada tahun 204 H™.
Alasan perjalanannya ke/Mesir adalah:karena Abbas bin Abdullah bin Al-
Abbas bin Musa bin Abdullah bin Abbas mengundangnya, dan Imam
Asy-Syafi'i menemaninya'’. Abbas adalah Khalifah di Mesir, dan selama
empat tahun tersebut, Imam Asy-Syafi'i melakukan banyak upaya,
memperbarui kembali kitab-kitabnya, dan banyak murid Mesir yang

1 yusuf Al-Qawasmi. him. 300.

12 shams Al-Din Al-Dhahabi, Siyar A’lam al-Nubala’ (Kairo: Dar Al-Hadits, 2006). Juz
10: him. 547.

13 Al-Dhahabi. Juz 9: him. 579.

14 Al-Baihaqi, Managib al-Shafi’i (Kairo: Dar al-Turath, 1930). Juz 1: him. 220.

5 Yusuf Al-Qawasmi, Al-Madkhal ila Mazhab al-imam al-Shafi’i. him. 299-300.

16 Abdul Ghani Al-Daqqar, Al-lmam al-Shafi’i Faqgih al-Sunnah al-Akbar (Damaskus:
Dar al-Qalam, 1996). him. 179-180.

7 Al-Daqgar. him. 151.
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bergabung dengannya. Mereka menerima dari beliau inovasi-inovasi ini
dan menularkan buku-buku tersebut, di antara mereka Al-Buwaiti’® dan
Al-Muzani®®, Al-Rabi'?® dan Al-Muradi?!, dan mazhabnya dinamakan
Mazhab Baru baginya®.

c. Pemindahan Figh Imam Asy-Syafi'i oleh Murid-muridnya [204 H -
270 HJ:

Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 204
H?*, meninggalkan watisan figih yang besar. Warisan ini diwarisi oleh
sejumlah murid setianya yang terampil, yang belajar darinya,
meriwayatkan karya-karyanya, dan mengikuti metode ijtthad dan
istinbathnya*®. Namanya terkenal di seluruh wilayah Muslim, terutama di
Timur Tengah Islam. Para pelajar ilmu agama dari berbagai daerah
memulai perjalanan jauh untuk mempelajari fighnya dan mendengarkan
karyanya dari murid-muridnya di Mesir, yang-aktif dalam meriwayatkan,
menyusun, dan mengajar setelah kematian gurunya.

Al-Hafizh Al-Baihaqi meriwayatkan, dengan sanadnya kepada
Abu At-Tahir bin Ar-Rabi' Al-Muradi, yang mengatakan: "Ar-Rabi' bin
Sulaiman melakukan ibadah haji pada tahun 240 H, dan bertemu dengan
Abu Ali AHasan bin Muhammad Az-Zafarani di Mekah. Salah satu dari
mercka menyapa yang lainnya, kemudian Ar-Rabi' berkata kepada Az-
Zafarani: 'Wahai Abu Ali, kamu di Timur dan aku di Barat, mari kita

sebarkan ilmu ini' - maksudnya ilmu Asy-Syafi'i"#

. Setiap orang dari
mereka memilikipengaruhnya sefidiri dalam menjaga fiqih gurunya dan
meneruskannya kepadagenerasi Muslim, bahkan menambahinya dengan
inovasi mereka sendiri®®.

d. Munculnya dan Penyebaran Mazhab Asy-Syafi'i [270 H - 404 H]:

Murid-murid Imam Asy-Syafi'i tersebar di seluruh wilayah Timur
Tengah Islam, di mana mereka mengajar fiqih, memberi fatwa kepada

18 Al-Dhahabi, Siyar A’lam al-Nubala’. Juz 9: him. 459.

1% Al-Dhahabi. Juz 10: him. 135.

20 Al-Dhahabi. Juz 9: him. 87-89.

21 Al-Dhahabi. Juz 15: him. 37.

22 yusuf Al-Qawasmi, Al-Madkhal ila Mazhab al-imam al-Shafi’i. him. 304.

23 Al-Bukhari, Al-Tarikh al-Awsat (Kairo: Dar al-Turath, 1977). Juz 2: him. 302.
2 yusuf Al-Qawasmi, Al-Madkhal ila Mazhab al-lmam al-Shafi’i. him. 311,313.
2> Managib al-Shafi’i. Juz 2: him. 360.

26 yusuf Al-Qawasmi, Al-Madkhal ila Mazhab al-lmam al-Shafi’i. him. 313.
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orang-orang, bahkan melakukan ijtihad. Setiap murid memiliki pengikut

di negara tempat mereka tinggal, dan semuanya mengikuti prinsip-
prinsip dan metodologi figih dari guru mereka, Imam Asy-Syafi'i. Seiring
berjalannya waktu setelah wafatnya Imam Ar-Rabi' Al-Muradi pada
tahun 270 H, pengaruh mereka semakin meningkat?’.

Semakin bertambah jumlah ulama dan murid mereka yang
mempelajari karya-karya Imam Asy-Syafi'i di Mesir, serta karya-karya
murid-muridnya di Mesir, semakin banyak pula para ulama dan murid
mereka yang menunjukkan peningkatan dalam pemahaman figth Imam
Asy-Syafi'i dan ijtihadnya dalam usul dan cabang-cabangnya.

Pada abad keempat Hijriyah, hubungan ini semakin memperkuat
keterkaitan antara mereka yang terlibat di dalamnya, serta memperjelas
perbedaan antara mereka.dan pengikut murid-murid imam-imam yang
melakukan ijtihad-lainnya. Oleh karena 1t} -istilah "Mazhab Asy-Syafi'i"
atau "Mazhab- ‘Asy-Syafi'iyyah" muncul, mérujuk kepada orang yang
ijtihad dan Karya-karyanya, yaitu Imam Asy-Syati'i. Istilah ini kemudian
tersebar di antara para ulama dan murid mereka di'wilayah Timur Tengah
Islam?.

Dengan demikian, Mazhab Asy-Syafii menyebar ke seluruh
penjuru dunia. Tidak diragukan lagi bahwa penyebaran mazhab ini tidak
lepas dari usaha ijtthad mutid-muridnya yang menyebar ke seluruh dunia
dan mengajarkannya. Semoga Allah merahmati mereka semua.

Mazhab:Syafi'i memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di
Indonesia yang “tidak dilakukan oleh K.mazhab Hanafi, Maliki, dan
Hambali. Karena itu,“masyarakat dndonesia mengikuti Mazhab Syafi'i
dalam urusan keagamaan mereka, termasuk dalam ibadah, transaksi,
warisan, pernikahan, dan lain-lain. Buku-buku yang mengenai Mazhab
Syafi'i tersedia di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga
Madura. Buku-buku Mazhab Syafi'i diajarkan di sebagian besar lembaga
pendidikan Islam, dan dari situ lahirlah ulama-ulama terkemuka yang
mengikuti Mazhab Syafi'i, seperti Sheikh Nawawi Al-Bantani yang
karyanya mengisi perpustakaan di Indonesia. Mazhab Syafi'i resmi diakui
di Indonesia pada tahun 1953 ketika pengadilan agama memutuskan
bahwa referensi hukum adalah buku-buku Mazhab Syafi'i.

27 |bn Katsir, Tabaqat al-Shafi’iyyin (Maktabat al-Thagafah al-Diniyah, 1993). Juz 1:
him. 134-135.
28 Yusuf Al-Qawasmi, Al-Madkhal ila Mazhab al-lmam al-Shafi’i. him. 323.
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B. Nafkah
1. Definisi Nafkah

Secara Bahasa, naftkah merupakan turunan dari kata "nufuq" yang
berarti kehancuran. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada kematian
hewan, di mana dikatakan bahwa hewan tersebut "nufuq", artinya mati
dan binasa. Dalam konteks umum, nafkah merujuk pada uang atau
sumber daya lainnya yang dikeluarkan oleh manusia untuk kebutuhan
pribadi mereka senditi atau kebutuhan orang lain®.

Secara terminologi, Al-Kamal Ba Hamam mendefinisikan natkah
sebagai berikut: "Memberikan keberlangsungan sesuatu dengan segala
yang diperlukan untuk, mempertahankannya, kemudian nafkah yang
diberikan kepada-orang lain wajib atas/ dasar hubungan pernikahan,
hubungan keluarga, atau kepemilikan. Dimulai dengan istri karena dia
adalah asal dalam menetapkan nafkah untuk amak karena anak adalah
turunannya, kemudian dengan hubungan yang lebili jauh®.

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: {Dan atas (ayah) ada
kewajiban.memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang
ma'ruf} (QS: Al-Baqarah: 233)3! Dikatakan bahwa setiap orang yang
terikat oleh hak yang dimaksuduntuk orang lain, nafkahnya atasnya
adalah dasar dalam sedekah. Dalil-dalil ini tidak membedakan, sehingga
baik muslimahmraupun kafir, kedudukan keduanya dalam hal ini dianggap
sama.

Jadi, nafkah addlah. pengeluaran yang diwajibkan kepada suami
untuk memberikan kepada istrinya berupa uang yang cukup untuk
makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

2. Hukum Nafkah bagi Suami terhadap Istri

Para ulama sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban bagi suami
terhadap istrinya. Hal ini karena istri terikat kepada suami untuk
dinikmati, maka wajar bagi suami untuk memberikan natkah kepadanya,
dan istri berkewajiban untuk mentaatinya serta membuat keputusan yang

22 Manzhur, Lisan al-Arab. Juz 10: him. 357.
30 Al-Kamal Ibn Al-Himam, Fathu al-Qodir (Dar Al-Fikr, t.t.). Juz 4: him. 379.
31 Al Qur’anul Karim (Bandung: Cordoba, 2021).
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bijaksana dalam rumah tangga. Suami harus memastikan kecukupan dan
memenuhi kebutuhan istri, kecuali jika terdapat pembangkangan yang
menghalangi membetikan nafkah untuknya®.

Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:
a. Dalil dari Al-Qut'an:

Allah Ta'ala berfirman: "..Laki-laki adalah pemimpin bagi
perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas
sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah
mengeluarkan sebagian dari harta mereka..." (QS. An-Nisa: 34)*.

Sisi pendalilannya adalah dari sebab mahar dan pengeluaran yang
telah Allah wajibkan atas laki-laki untuk mereka (perempuan) dalam
kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. Laki-laki
lebih utama daripada \perempuan’ dalam dirinya, dan dia memiliki
kelebihan dan keutamaan atasnya. Makay cocok jika dia menjadi
pemimpin baginya.

Asy-Sya'bi berkata tentang ayat ini bahwa "Laki-laki adalah
pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian dari
mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka
(laki-laki) telah mengeluarkan sebagian dari harta mereka." Dia berkata:
"Mahar yang telah mereka berikan. Tidakkah Anda melihat bahwa jika
laki-laki mencela perempuan, dia akan dicaci, tetapi jika perempuan
mencela laki-laki, dia akan dipukul."**

b. Dalil dari Sunnah

Seorang lelakibertanya kepadaNaBi Shallallahu 'alaihi wa sallam
tentang hak seorang wanita atas'suaminya. Beliau bersabda: "Memberinya
makan ketika Anda makan, memberinya pakaian ketika Anda berpakaian,
tidak memukulinya di wajah, tidak mencaci maki, dan tidak
meninggalkannya kecuali di dalam rumah."*

Pandangan yang berbeda di kalangan para ulama mengenai waktu
kewajiban nafkah. Sedangkan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah

ini adalah orang yang belum dewasa wajib memberikan nafkah jika istri

32 Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir fi Figh Mazhab al-lmam al-Syafi’i

(Beirut: Dar Al-Kotob Al-limiyah, 1999). Juz 15: him. 524.

10

33 Al Qur’anul Karim.
34 Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al-’Adzim, Tafsir Ibn Katsir. Juz 2: hlm. 256-257.
35 |bn Majah, Sunan Ibnu Majah (Kairo: Dar Al-Takshil, 2014). Juz 2: him. 278-279.
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sudah dewasa. Namun, jika suami sudah dewasa dan istri masih di bawah
umur, maka Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat:

Pendapat pertama: Nafkah tidak menjadi kewajiban bagi suami
sampai dia menggaulinya atau dia dipanggil untuk menggaulinya, dan ini
berlaku untuk perempuan yang sudah mencapai pubertas dan suaminya
adalah orang dewasa.

Pendapat kedua: Suami wajib memberikan nafkah secara umum
tanpa penentuan syarat-syarat tertentu."3®

3. Nafkah untuk Istri

Sebagimana telah disebutkan sebelumnya bahwa nafkah adalah
pengeluaran yang diwajibkan kepada suami untuk memberikan kepada
istrinya berupa uang yang cukup untuk makanan, pakaian, tempat tinggal,
dan kebutuhan-kebutuhan lain yang) diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan dasar; dan ini sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan dari
suami. Oleh Katena itu, kewajiban suami adalah memberikan pakaian
untuknya baik di musim panas maupun musiny dingin, memberikan
tempat tinggal yang layak untuknya, memberikan makanan sesuai dengan
keadaan dan cukup untuknya, serta merawatnya jika-sakit.

Maka diantara bentuk-bentuk yang wajib dipenuhi oleh suami
sebagai betikut®’

a. Tempat tinggal yang layak di mana kehormatan istri dan anak-anak

serta keschatan dan martabat mereka dijagd. Firman Allah Ta'ala:
"Hendaklah “Kamu berdiam (istri-istti) di dalam rumah itu
sebagaimana kamu berdiam-di- dalam rumahmu sendiri.”" (Q.S At-
Talaq: 6)*®.

b. Pakaian yang layak yang melindungi mereka dari pemborosan dan
melindungi mereka dari bahaya panas dan dingin, dan yang biasa
digunakan oleh orang-orang seperti mereka di antara kerabat dan

tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-

36 |bn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatu al-Mugqtasid (Kairo: Dar Al-Hadits,
2004). Juz 3: him. 77.

37 Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, Al-Mawsu‘ah al-Fighiyyah al-
Kuwaitiyyah (Kuwait: Taba’at al-Wazarah, 2002). Juz 41: him. 43-44.

38 Al Qur'anul Karim.
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2.

Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Eﬂ;@;ﬁﬁﬂ@é@%ﬂﬂﬁgg atas (ayah) ada kewajiban memberi makan dan
pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf." (Q.S Al-Baqorah:
233)%.

Makanan yang baik yang memberi nutrisi bagi tubuh, mencegah
penyakit, dan biasa dikonsumsi orang tanpa pemborosan atau
penyalahgunaan. Diriwayatkan oleh Hakim bin Mu'awiyah
Radhiyallahu ‘anhu. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, apa hak istri
salah satu dari kami?" Beliau bersabda, "Bahwa kamu memberinya
makanan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu
berpakaian, tidak mencaci, maki, dan tidak meninggalkannya kecuali
di dalam rumah;""*

Biaya pendidikan dan pengasuhan anak-anak. Nabi Muhammad #
memperbolehkan Hind binti 'Utbah untuk méngambil sebagian dari
harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan ‘anak-anaknya. Beliau
bersabda, "Ambillah apa yang cukup bagimu dan-anakmu dengan cara
yang baik."*!

Perawatan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh seorang wanita dan
anak-anaknya., Tidak adai teks yang meénegaskan bahwa Nabi
Muhammad # miényuruh pengobatah penyakit istri, oleh karena itu,
dalam masalah ini, kebiasaan memiliki pertimbangannya sendiri.
Allah menjelaskan keterkaitan naftkah dengan kebiasaan dengan
mengatakan, "Dan atas (ayah) ada kewajiban memberi makan dan
pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf." Dan pengobatan
termasuk dalam rizq yang ma'ruf menurut pemahaman umum saat

ini.

3% Al Qur'anul Karim.
40 Abu Daud, Sunan Abi Daud (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009). Juz 3: him.

41 Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002). him. 1774
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4. Nafkah untuk Mantan Istri

Kata (4allaall) berasal dari kata (3>5) yang terdiri dari huruf tha,
lam, ghaf yang bermakna pembebasan, pengiriman®, atau (3>k) dengan
makna melepaskan ikatan atau membebaskan®.

At-talak (3>5) dalam terminologi syariah, memiliki makna
membubarkan kontrak pernikahan dengan menggunakan kata 'talak' atau
bentuk-bentuk lainnya*. Asal dari talak adalah firman Allah Ta'ala: “Talak
(yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik” (QS. Al-Baqarah:
229)*, dan firman-Nya: 'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-
isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka
dapat (menghadapi) iddahnya (QS. At-Talag: 1)%*."

Jadi, yang dimaksud dengan’ 'natkah untuk mantan istri yang
bercerai' adalah kewajiban bagi seorang pria’untuk memberikan nafkah
kepada mantan istrinya dari harta atau pendapatan untuk kebutuhan
makanan, pakaian, tempat tinggal, pengasuhan~anak, dan sejenisnya
setelah pernikahan berakhir."

C. PNS

Pegawai. Aparatur Sipil-Negata yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja (P3K) yang diangkat oleh pejabat pémbina kepegawaian dan
diserahi tugas dalamstatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya ~ dan  diberikah< || penghasilan  berdasarkan  peraturan
perundangundangan®’.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingat PNS adalah warga
negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

42 |bn Faris, Mujam Magqayis al-Lughah (Dar Al-Fikr, 1979). Juz 3: him. 420.

43 Shihab al-Din al-Ramli, Fath al-Rahman bi Sharh Zabad Ibn Ruslan (Beirut: Dar al-
Minhaj, 2009). HIm. 783.

4 Al-Khatib Al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifat Ma’ani Alfadh al-Minhaj
(Beirut: Dar Al-Kotob Al-limiyah, 1994). Juz 4: him. 455.

4 Al Qurianul Karim.

4 Al Qur’anul Karim.

47 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2023
Tentang Aparatur Sipil Negara.”
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2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
PegawaimeAdmanézgcsz{%mage%ggiJec"; ch pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintah.*®

Selanjutnya, bagi pegawai ASN memiliki keawajiban menaati
ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan nilai dasar ASN
dan kode etik dan kode perilaku ASN dimana jika kewajiban tersebut
dilanggar atau tidak ditaati akan dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi
hukuman disiplin *° . Instansi pemerintah bertanggung jawab dalam
menegakkan disiplin terhadap pegawai ASN dan melakukan upaya untuk
meningkatkan disiplin Pegawai ASN. Maka, ketentuan lebih lanjut mengenai
hak dan kewajiban tadi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)*.

Maka, ada aturan lebih khusus yang dituangkan pada Peraturan
Pemerintah bagi pegawai ASN yang berkaitan dengan izin perkawinan dan
petceraian® termasuk didalamaya lmengatur mengenai kewajiban Pegawai
ASN terhadap hak mantan istri dan anak danjakan menjadi sebuah bentuk
pelanggaran disiplin-dan bisa dijatuhi Hukuman Disiplin jika kewajiban atau
aturan tersebut tidak dilaksanakan®.

Masa Nafkah Istri yang Ditalaq

Allah-subhanahu wata’ala berfiman : "Petceraian itu dua kali." (Q.S
Al-Baqorah: 229). Tmam Syafi’T menjenlaskan bahwa jumlah perceraian
yang ditetapkan, yaitu tiga kali, dengan dua kali boleh melakukan rujuk (rujuk
dapat dilakukan pada dua perceraian pertama), namun tidak diperbolehkan
melakukan rujuk setelah’perceraian yangiketiga. Ini adalah pendapat yang

dipegang oleh Urwah dan Qatadah.>*

48 Republik Indonesia.
49 Republik Indonesia.
50 Republik Indonesia.
51 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun

1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.”

52 pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No

94 Tahun 2021 TentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil” (Jakarta: Kementerian Sekretariat
Negara Republik Indonesia, 2021).
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53 Al Qur’anul Karim.
54 Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir fi Figh Mazhab al-lmam al-Syafi’i. Juz 10: him. 111.
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Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya bahwa seseorang dulu
bisa menceraikan istri sesuka hati, kemudian jika dia merujuk istrinya
sebelum berakhirnya iddah, maka istrinya tetap menjadi istrinya. Seorang pria
dari kalangan Ansar marah kepada istrinya dan berkata kepadanya: "Aku
tidak akan dekat kepadamu dan tidak akan melepaskanmu sepenuhnya
dariku." Istrinya bertanya: "Bagaimana itu bisa?" Dia menjawab: "Aku
menceraikanmu, dan ketika mendekati batas waktu mu, aku akan
merujukmu.”" Kemudian dia menceraikannya lagi, dan ketika mendekati batas
waktu mu, dia merujuknya lagi. Dia kemudian mengadukan hal ini kepada
Rasulullah Shallallahu 'alaihi cwal sallam, lalu Allah menurunkan ayat
tersebut.>®

Imam AlxMawardi menyatakan: Wanita yangdiceraikan memiliki dua
kondisi: raj'i (yang dapat dirujuk) dan bain (yang tidak dapat dirujuk). Untuk
kondisi raj'i, dia memiliki hak tempat tinggal dan nafkah hingga berakhirnya
iddah, baik dia-hamil atau tidak hamil, dan ini merupakan ijma’.

Sedangkan untuk kondisi bain, baik itu karena khulu' atau talak tiga
kali, jika dia hamil, dia memiliki hak tempat tingeal dan nafkah’®, sesuai
dengan firman Allah Subhanahu wata’ala: "Dan-jika mereka dalam keadaan
hamil, maka berikanlah ¥kepada mereka nafkah hingga mereka melahirkan."
(Q.S At-Talaq: 6)*’

Imam Asy-Syafi'i, Rahimahullahu, mengatakan, "Allah subahanahu
wata’ala berfirman: 'Dan berikanlah tempat tinggal kepada mereka menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

mencelakakan.'(Q.S At-Talag: 6)® Dan Allah juga berfirman: 'Dan jika

55 Al-Tabari, Tafsif Al-Tabari Tajamul Bayan fi Tawil al-Quran (Beirut: Mu’assasat al-
Risalah, 2000). Juz 4: him. 539.

56 Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir fi Figh Mazhab al-lImam al-Syafi’i. Juz 11: him. 465.

57 Al Qur’anul Karim.

8 Al Qur’anul Karim.
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2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
endapatkan izin STDI Imam Syafiji Jember, . .
mereka dalam keadaan hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga

mereka melahirkan.'(Q.S At-Talaq: 6)”

Ketika Allah mewajibkan nafkah bagi wanita karena kehamilannya,
hal ini menunjukkan bahwa tidak ada nafkah baginya jika dia tidak dalam
keadaan hamil. Saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat tentang
wanita yang dapat dirujuk kembali, suaminya bertanggung jawab atas nafkah
dan tempat tinggalnya.

Oleh karena itu, ayat ini berlaku bagi wanita lain yang tidak memiliki
hak untuk dirujuk, dan mereka adalah yang tidak dapat dirujuk kembali.
Inilah yang disampaikan oleh Sunnah, Rasulullah ¥ dalam kasus Fatimah
binti Qais. Suaminya \menceraikannya, lalt' dia mengungkapkan hal itu
kepada Nabi £ . Beliau bersabda, 'Tidak ada kewajiban nafkah bagimu.' Juga
dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Tidak ada nafkah’bagi wanita yang tidak
dapat dirujuk-kembali." Dan dari Ata', dia berkata, 'Tidak ada nafkah bagi
wanita bain (yang tidak dapat dirujuk kembali) kecuali dia akan diberi nafkah
karena kehamilannya. Jika dia tidak hamil, maka tidak ada nafkah baginya."®

Maka jelaslah menurut mazhab Syafi’i bahwa masa nafkah mantan
istri atau kewajibanfsuami terhadap istri yang ditalaq raji’ adalah sampai masa
iddahnya selesai. Adapun/jika itu talaq bain tidak ada kewajiban nafkah bagi
suami terhadap mantan istri keuali jika dia dalam keadaan hamil maka
kewajiban nafkahnya sampai anak itu lahir.

Hal diatas berlaku secara umum bagi kaum muslimin yang
bermazhab Syafi’i dan Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan
negara yang bermazhab Syafr’i. Namun, untuk seorang PNS di Indonesia ada

aturan khusus mengenai perkawinan dan perceraian bagi pegawai tersebut.

5 Al Qur’anul Karim.
0 Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir fi Figh Mazhab al-lmam al-Syafi’i. Juz 11: him. 464.
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2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember,

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah RI no 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Di PP tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan
melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
Selanjutnya Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil
pria maka ia wajib menyerahkan dua pertiga dari gajinya untuk penghidupan
bekas isteri dan anak-anaknya atau jika perkawinan tersebut tidak ada anak
maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada
bekas isterinya ialah setengah dari gajinya. Kemudan apabila bekas isteri
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian
gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.”"

Maka dari peraturan diatas jelaslah bahwa rasa nafkah mantan istri
seorang PNS ptia yang pembagian gaji selama mantan istri itu tidak kawin
lagi. Selama mantan istri tidak kawin laigi maka PNS ‘pria yang merupakan
mantan suaminya berkewajiban memerikan nafkah kepada mantan istri
tersebut.

Berdasarakan peraturan yang berlaku di Indonesia seorang PNS
wajib mematuhi <peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
melaksanakan kebijakan’/yang ditetapkan olé¢h pejabat pemerintah yang
berwenang serta akan dijatuhi Hukaman Disiplin seandainya seorang PNS
tidak menaati ketentuan tersebut.”

Oleh karena itu, hal ini akan merugikan bagi PNS pria tersebut jika
mantan istri tidak menikah lagi sampai iddahnya habis, dimana kewajiban

nafkah bagi PNS pria secara syariat terhadap mantan istri hanya sampai

61 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 Tahun
1983 Tentang lIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.”

62 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 94 Tahun
2021 TentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil.”
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2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
. endapatkan izin STDI Imam,Syafj'i Jemher, . .
iddah habis namun masi c]hwa]ﬂ)kan oleh pemerintah memberikan nafkah

baik dari sebagian gajinya kepada mantan istrinya.

Kesimpulan

Pandangan figih Syafi'i menyatakan bahwa kewajiban nafkah suami
terhadap mantan istri yang masih bisa dirujuk kembali hanya berlangsung hingga
berakhirnya masa iddah, dan jika mantan istri yang tidak bisa dirujuk seperti istri
yang ditalaq 3 atau bain maka tidak ada nafkah bagi mantan istri tersebut kecuali
jika mantan istri tersebut hamil, di mana kewajiban nafkah berlanjut hingga
kelahiran anak. Namun, aturan di Indonesia terutama di dalam PP No 10 Tahun
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dengan perubahan PP No 45
Tahun 1990, khususnya bagi PNS, menghatuskan pembarian nafkah bisa dengan
pembagian gaji untuk mantan-istri sampai mantanstri tersebut menikah Kembali
dan ini bahkan bisa sampai iddah selesai dan melewati‘masa iddah. Oleh karena
itu, ada ketidakcocokati antara pandangan figih Syafi'i dengan aturan yang berlaku
di Indonesia dalam hal masa nafkah mantan istri. Rekoméndasi untuk penelitian
selanjutnya adalah-mendalami dampak dan implikasi ketidaksesuaian antara
pandangan fiqih _dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap
kehidupan sosial dan ekonomi mantan istri PNS, serta mengeksplorasi solusi atau
penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut.
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